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TENTANG

Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Korupsi

Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi baru terbentuk di 33 (tiga puluh tiga)
ibukota provinsi. Dalam praktek seringkali menimbulkan kesulitan secara administratif
khususnya dalam menetapkan perpanjangan penahanan bagi Tersangka atau Terdakwa

yang sedang menjalani proses penyidikan dan penuntutan.

Oleh karena UU Nomeor 46 Tahun 2009 ﬁdak mengatur secara khusus tentang
perpanjangan penahanan maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang berlaku
adalah ketentuan umum vyaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana. Demi kelancaran proses perpanjangan penahanan tersebut
penetapan perpanjangan penahanan dilakukan oleh Ketua Pengaditan Negeri di wilayah

hukum terjadinya tindak pidana korupsi.

Demikian edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan.
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